
a. bahwa untuk m : ringkatkan kinerja aparatur instansi pelaksana dan 
pi hak lain yang memb mt 1 pelaksanaan pemungutan pajak daerah, 
gt na meningkai ], an pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya 
in ·entif pemungu :an paj ik .Iaerah; 

b. ba hwa untuk kel.i ncaran da t1 tertibnya pelaksanaan pemberian insentif 
pemungutan paj..k daerah, maka perlu menetapkan besaran dan 
pembayaran inse: :if; 

c. bahwa berdasark i.i pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a can hurufb, per u men etaikan Keputusan Bupati Buton Tengah; 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

I. Ke uangan Anta I a Pcm ct intah Pu sat dan Pemerintah Daerah 
(Lcmbaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemb.uan Ne gar a Republik Indonesia Nomor 4438); 
Undang-undang >Jomor 3X Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

2. Peinerintahan Ar ara Peme rintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daer i '1 Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indones t .t Norn or ,~ 73 7); 
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a. Satuan Kerj.s Perangkat Daerah (SKPD) yang Melaksanakan 
Pemungutan Pajak Daerah sebesar 81 % (Delapan Puluh Satu 
Persen) dari bugian Insentif pemungutan Pajak Daerah; 

b. Diberikan ke: .ida 
1. Bupati se ~ esar 7c;o ( Tujuh Persen) 
2. Wakil Bur•ati sebesar 6% (Enam Persen) 
3. Sekretaris Daerah se besar 6% (Enam Persen) 

Pcnerima Pemb.ivaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah 
SKPD yang rnelaksanakan Pemungutan Pajak Daerah, secara 
Proposional dibei iksn kepa fa : 

B esarnya Pemba varan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan 
sebesar 5% (Li11:a Persen l dari Rencana Penerimaan Pajak Daerah 
tahun Anggaran berkenaa 1 untuk tiap jenis Pajak yang ditetapkan 
melalui APBD Kabupat en 3uton Tengah; 

JvlEMUTUSKAN 

3. Undang-undan; Norn or 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
etribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
omor130, Tarnbahar Lcmbaran Negara Republik Indonesia nomor 

5049); 
4. Undang-undang Norr or 33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan 

K euangan antar. Pemerin :ah Pusat dan Pemerintah Daerah; 
5. Undang-undang nomor 15 tahun 2014 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Buron Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara lembaran 
Negara RI tahun 201i:~ nomor 172, tambahan lembaran Negara RI 
nomor 5562); 

6. Undang-undang nomor 2.: tahun 2014 tentang Pemerintah daerah 
( Lembaran RI nomor 24i, tambahan Lembaran Negara RI nomor 
5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan .:•eman:aa1an Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
nomor 119, Tarr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161. 
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t 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal ~ rtpn .. .e 2020. 

BUPATI BUTON TENGAH, 

Kcputusan ini mulai be:faku pada tanggal ditetapkan dengan 
kerentuan apabile dikern idi an hari temyata terdapat kekeliruan dalam 
penetapannya, e i.an diadakan perubahan dan perbaikan serta 
perhitungan kemb.ili sebaga imana mestinya. 

Insentif pemunguian Pajak Daerah bersumber dari pendapatan Pajak 
Daerah sesuai pe .uturan pei undang-undangan. 

Pclaksanaan leb: 1 lanjut mengenai pemberian Insentif pemungutan 
Pajak Daerah p.ida SKPj) yang melaksanakn pemungutan Pajak 
Daerah diatur oleh kej ala SKPD dengan senantiasa mengacu pada 
asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan 
besarnya tanggung ja-vab masing-masing berdasarkan peraturan 
perundang-undan gan yang oerlaku. 

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah pada akhir tahun anggaran 
tclah terpenuhi .itau te rla npaui, pembayaran insentif belum dapat 
dibayarkan pac .1 tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif 
diberikan pada t: 'iun anggaran berikutnya. 

a. Sampai denj.an triwulan I : 25% (Dua Puluh Lima Persen) 
b. Sampai dent.an triv ulun II : 50% (Lima Puluh Persen) 
c. Sampai den: an triwulan III: 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) 

Sampai derr..m triwul.n IV : 100% (Seratus Persen) 

fnsentif pemui gutan Pajak Daerah diberikan atas dasar pencapaian 
kinerja tertentu dan ~ em bayarannya dilakukan setiap triwulan pada 
.iwal tahun ber.kutny.i apabila target penerimaan Pajak ditetapkan 
dalam Anggar: n Pendapatan dan Belanja yang terpenuhi, yakni 
. ebagai berikut · 
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